1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Intelijen Yustisial Kejaksaan

1. Pengertian Intelijen

Intelijen (intelligence) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hal rahasia

(telik sandi). Menurut Encarta World Dictionary menyebutkan tiga pengertian

intelijen yaitu :

1) Informasi mengenai rencana atau tindakan rahasia terutama yang berkenan
dengan pemerintah atau militer asing, bisnis lawan atau pelaku kejahatan;

2) Kegiatan mengumpulkan informasi rahasia tersebut dan mempergunakannya;

3) Organisasi yang mengumpulkan informasi rahasia mengenai rencana atau

tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh atau calon musuh.*

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata intelijensia,
intelektual atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan intelijensia
atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup ditengah-tengah masyarakat yang
semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses
belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang

kemudian intelijensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia

1y, Wahyu Suranto, Jasir Karwita, Victor Hasibuan, Op, Cit., him. 110.
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berusaha agar kemampuan intelijensia atau daya nalar itu di ilmu pengetahuan
atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil
mengembangkan intelijensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan

intelijen.'?

Dimana pun di dunia, tak peduli sistem pemerintahannya otoriter atau demokrasi
liberal, dinas organisasi intelijen selalu menjadi kebutuhan negara. Yang menjadi
perbedaan utama ialah pemanfaatannya dan juga pengendaliannya. Dengan
dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta dengan ditunjang oleh
dana yang memadai dan dilaksanakan dengan manajemen yang handal, ilmu
intelijen akan terus berkembang dan semakin mantap. Ilmu intelijen sangat
diperlukan sebagai salah satu alat atau cara yang digunakan oleh manusia dalam
pemecahan permasalahan. Perkembangan ilmu intelijen dipengaruhi oleh manusia
dan permasalahan yang ada di masyarakat, karena dalam kehidupan manusia
selalu ada masalah dan manusia cenderung berfikir untuk mencari jalan keluar

atas permasalahan tersebut.

2. Kajian Tugas, Pokok dan Fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan

Fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yutisial dipimpin oleh Jaksa Agung Muda
Intelijen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas
dan wewenang di bidang Intelijen Yustisial serta bertanggungjawab langsung
kepada Jaksa Agung. Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah kegiatan dan operasi
intelijen umum dengan menitikberatkan atau beraspek utama di bidang Yustisial

(baik tujuan, sasaran dan landasan kegiatan) mempunyai perbedaan dengan

12 www.kejaksaan.go.id diakses 5 November 2012



15

intelijen umum hanya dalam penerapan sistem dan metodenya disesuaikan dengan
sasaran tugas pokok dan fungsi intelijen dalam mendukung, mengamankan
pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban organisasi kejaksaan. Diperuntukkan

untuk mengungkap kasus-kasus korupsi.*®

Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah intelijen sipil yang bergerak di dalam negeri
dan bertugas mencari informasi untuk digunakan oleh pimpinan dan merupakan
intelijen yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Selain itu, Intelijen
Yustisial Kejaksaan termasuk intelijen taktis yang positif bukan yang agresif.*
Intelijen Yustisial Kejaksaan mempunyai tugas melakukan kegiatan Intelijen
Yustisial Kejaksaan di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik,
Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) yang diatur dalam Keppres
No. 38 Tahun 2010 jo. PERJA Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24
Januari 2011 dan juga diatur dalam Undang-undang Kejaksaan No. 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Keppres No. 38 Tahun 2010 jo. PERJA Nomor : PER-
009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 601 yaitu Seksi Intelijen
Yustisial Kejaksaan melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya
sebagai berikut :

a) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa

bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis;

3 www.kejaksaan.go.id diakses 5 November 2012
4 www.kejaksaan.go.id diakses 5 November 2012
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Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi
intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi
terkait;

Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan
intelijen  penyelidikan, pengamanan, penggalangan dalam rangka
kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk
menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial
budaya;

Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina, dan
meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat
intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di
lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil,
kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan
koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah
terutama dengan aparat intelijen;

Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak
pidana maupun dalam rangka reformasi system peradilan, melalui kerjasama
dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun di luar
negeri, sosialisasi;

Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja seksi intelijen dan pemberian
dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada

unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya
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manusia, material/asset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi
intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;

h) Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga
pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain
terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat
kabupaten/kota;

i) Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan
pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan

Negeri.

Inti dari semua itu tugas Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan berpegang pada suatu
prinsip yaitu LITPAMGAL (Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan).
Penyelidikan dalam kegiatan Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah upaya,
kegiatan, pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap
dan berkelanjutan untuk mencari, menggali, melacak, mengumpulkan, mencatat,
serta mengolah dan menganalisis data atau bahan keterangan (baket) menjadi
informasi siap pakai.'> Dalam penulisan skripsi ini dikhususkan pada tingkat
fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam aksesibilitas penyelidikan. Pengertian
aksesibilitas  yaitu  derajat kemudahan yang tercapai/dicapai  oleh
seseorang/personal terhadap suatu objek, sasaran, target, pelayanan atau pun

lingkungan.®

15 www.kejaksaan.go.id diakses 5 November 2012
16 Wikipedia Indonesia diakses 5 November 2012
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B. Tinjauan Tentang Penyelidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan yaitu serangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut KUHAP (KUHAP Pasal 1
angka 5). Penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan
tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup sehingga dapat
dilakukan tindakan penyidikan. Dimana penyelidik menurut KUHAP pada Pasal 4

adalah setiap pejabat POLRI.

Patut dicermati penyelidikan yang diatur pada KUHAP hanya untuk tindak pidana
yang bersifat represif sedangkan penyelidikan intelijen tidak hanya semata-mata
tindak pidana tetapi lebih luas yaitu meliputi dimensi ancaman, gangguan,
hambatan, tantangan (AGHT) yang lebih bersifat preventif. Penyelidikan oleh
Intelijen diatur pada aturan khusus dan susunan dinas satuan kerja tersendiri pada

organisasi.

Penyelidikan intelijen atau investigasi adalah serangkaian kegiatan, upaya,
langkah atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan
berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan intelijen untuk mencari, menggali dan
mengumpulkan bahan keterangan (baket) atau data sebanyak dan selengkap
mungkin  dari  berbagai sumber (terbuka/tertutup) melalui kegiatan
(terbuka/tertutup); kemudian bahan keterangan/data tersebut diolah dalam suatu
proses sehingga menghasilkan informasi siap pakai sebagai produk intelijen,

dimana produk intelijen ini akan disampaikan kepada pimpinan yang berwenang



19

atau user terkait, yang akan digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan

dalam mengambil keputusan.

Pelaksanaan fungsi penyelidikan yang dilaksanakan di kejaksaan dilaksanakan
oleh Seksi Intelijen yang dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen dengan koordinasi
dan petunjuk pimpinan. Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan aktif untuk
mendukung tegaknya supremasi hukum dan keadilan baik preventif maupun
represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan
ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional di daerah hukum

kejaksaan yang bersangkutan.

2. Prinsip Prinsip Penyelidikan

Untuk menjamin keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan,

Intelijen Yustisial Kejaksaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip penyelidikan

sebagai berikut :

1) Harus bertitik tolak pada RPI (Roda Perputaran Intelijen);

2) Berdasarkan ansas (analisis sasaran), antug (analisis tugas) dan TO (Target
Operasi);

3) Penyelidikan harus berguna, tepat guna dan daya guna;

4) Merupakan bagian integral dari kegiatan organisasi;

5) Penyelidikan harus luwes, proaktif dan penuh imajinasi;

6) Selalu memperhatikan aspek sekuriti dan prakondisi.
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3. Metode dan Teknik Penyelidikan
Kegiatan penyelidikan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode
terbuka (overt) atau kegiatan yang dilakukan secara terang-terangan dan metode
tertutup (covert) dengan teknik under cover atau sembunyi-sembunyi/terselubun.
Adapun teknik penyelidikan dapat dilakukan secara berikut :
a) Penyelidikan secara terbuka
Penyelidikan yang dilakukan secara terang dan terbuka melalui kegiatan sebagai
berikut :
(1) Elisitasi (elicitation)
Elisitasi adalah dengan teknik melemparkan pertanyaan yang bersifat
memancing atau bersifat kondisional tanpa disadari oleh obyek.
(2) Wawancara (interview)
Wawancara dilakukan melalui teknik tanya jawab, diskusi, dialog dengan
narasumber dengan metode dari umum ke Khusus dan dari khusus untuk
dikembangkan.
(3) Observasi
Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan
teknik melakukan peninjauan, pengamatan; dalam kegiatan observasi ini
sebaiknya dilakukan melalui tahap orientasi, observasi, adaptasi dan
eksploitasi terhadap semua potensi yang ada di lapangan.
(4) Pemotretan
Pemotretan ini dilakukan dengan cara memotret atau mengambil gambar

obyek yang ada di lapangan, terutama terhadap sasaran.
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(5) Penelitian Lapangan (research)
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian
terhadap obyek yang ada di lapangan atau dengan metode data primer,
yang sudah tentu perlu didukung oleh metode data sekunder kepustakaan.
b) Penyelidikan secara tertutup
Penyelidikan yang dilakukan secara tertutup atau sembunyi dengan teknik under
cover atau klandestein melalui kegiatan sebagai berikut :
(1) Sensor
Kegiatan sensor ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian,
menyeleksi, mensortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk
membatasi ruang geraknya.
(2) Penyadapan (taping)
Menyadap system komunikasi obyek/sasaran yang dilakukan secara
rahasia.
(3) Mencuri
Mencuri dokumen penting melalui teknik spionase.
(4) Tanam jaring
Melakukan tanam jaring orang atau agen yang dipercaya untuk mencari
data yang diperlukan.
(5) Infiltrasi
Melakukan penyusupan ke dalam sarang lawan atau penetrasi dengan cara

perembesan dari dalam sarang lawan.
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4. Pendekatan Aktualisasi Kegiatan Penyelidikan

Pwlaksanaan kegiatan penyelidikan sebaiknya bertitik tolak dari pendekatan
analisis sasaran (ansas), analisis tugas (antug) dan target operasi (TO).
Pelaksanaan kegiatan penyelidikan perlu pula diperhatikan pendekatan
kriminalistik SOM dan pendekatan alat bukti. Pendekatan kriminalistik SOM, S
(subjek) adalah saksi, ahli, calon tersangka, O (objek) adalah sasaran, sarana dan
hasil kejahatan serta M (modus operandi) kejahatan. Pendekatan alat bukti dengan
memperhatikan Pasal 184 KUHAP adalah saksi, ahli, surat, petunjuk dan

terdakwa.

Untuk menjamin keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan patut
selalu bertitik tolak pada siklus intelijen (SI) sebagai roda perputaran kegiatan
intelijen yang tidak pernah terhenti dan akan terus berputar searah jarum jam
selama ada kegiatan intelijen. Dimana siklus intelijen (SI) ini secara operasional
akan dijabarkan dalam roda perputaran intelijen (RPI) atau roda perputaran
penyelidikan (RPP), yang pada dasarnya terdiri dari 4 tahap kegiatan sebagai
berikut :

1) kegiatan menyusun rencana pengumpulan data (renpul data);

2) kegiatan pengumpulan data itu sendiri (pul data);

3) kegiatan pengolahan data (lah data);

4) kegiatan penggunaan data (gun data)
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C. Tinjauan Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Secara yuridis formal, Kejaksaan RI telah ada sejak kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni
tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) diputuskan mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam struktur Negara
Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.'’
Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus
menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak
awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami
22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah
ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja
Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan

situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.*®

Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala tindakannya
ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat
manusia dan segala hukum. Sebagai alat kekuasaan dari pemerintah, Kejaksaan RI
tidak dapat dipisah-pisahkan (een en ondeelbaar) sehingga dalam tugas pekerjaan
para pejabat kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis (hubungan
atasan dan bawahan) di lingkungan pekerjaan. Untuk memperoleh kesatuan garis

hirarkis, maka Jaksa Agung RI adalah penuntut umum tertinggi yang bertugas

Y Marwan Effendi, Kejaksaan RI,Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005, him 67
'8 kejaksaannegeriri.go.id diakses 5 November 2012
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memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para jaksa-jaksa di dalam

melakukan pekerjaannya.*®

Kekuasaan kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia). Kekuasaan kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan
Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan di dalam menyelesaikan suatu
perkara pidana harus memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan,
kesopanan dan kesusilaan.?® Kejaksaan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan
Kejaksaan pada tingkat pertama yang menangani terjadinya tindak pidana.
Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang daerah

hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota.?

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana berkewajiban mengetahui
secara jelas semua proses pemeriksaan kepada tersangka yang dilakukan oleh
penyidik dari permulaan hingga penyerahan perkara kepada kejaksaan. Tugas dan
wewenang kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 30 adalah sebagai

berikut :

9 Martiman Projohamidjojo, Op. Cit., him 8.
%0 pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
?! pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
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Bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a) Melakukan penuntutan;

b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
Undang-Undang;

e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. Berdasarkan Pasal di
atas dapat di tegaskan bahwa Kejaksaan selaku Pengacara Negara, melalui
pelayanan dan bantuan hukum dengan surat Kuasa Khusus atau karena
jabatan, dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, baik untuk dan
atas nama Negara atau Pemerintah dalam upaya memulihkan dan
menyelamatkan kekayaan Negara.

Bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan

kegiatan sebagai berikut :

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
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c) Pengawasan peredaran barang cetakan;

d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dan Negara;

e) Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal.

Pasal 31:

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa
di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang
bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat

membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32:
Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan

dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Pasal 33:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan
kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau

instansi lainnya.

Pasal 34:
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi

pemerintah lainnya.
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D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Secara etimologis atau menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin
corruption atau corruptus, dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah
corrumpere. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di
Eropa, seperti Inggris : corruption, corrupt, Perancis : corruption, dan bahasa
Belanda corruptie atau koruptie yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia
menjadi korupsi yang berarti kebusukan, keburukkan, kebejatan, ketidakjujuran,

dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.?

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
memberikan suatu keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban resmi atau
kepercayaan orang, dilakukan dengan melawan hukum dan dengan salah
menggunakan kedudukannya untuk memperoleh sesuatu keuntungan bagi diri

sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak orang lain.?

Korupsi (bahasa Latin : corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International
adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri,
yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya
mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang

dipercayakan kepadanya. Secara sosiologis, korupsi merupakan tindakan
desosialisasi, yaitu suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan

dalam sistem sosial. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu ciri

22 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, him. 4.
2 Hartiwiningsih, Op. Cit., him. 852.
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korupsi. Dalam cara pandang sosiologis terdapat tiga model korupsi di Indonesia

yaitu :

1) Corruption by need artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi,
apabila tidak korupsi atau tidak melakukan penyimpangan maka tidak dapat
hidup;

2) Corruption by greed artinya korupsi yang memang karena serakah yaitu
sekalipun secara ekonomi cukup, tetapi tetap saja korupsi;

3) Corruption by chance artinya korupsi terjadi karena ada kesempatan.®*

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh
berbagai macam kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara,
perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa. Korupsi merupakan perilaku
jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak
pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebaskannya terdakwa kasus tindak
pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa kasus
tindak pidana korupsi yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.
Apabila pelaku tindak pidana korupsi tertangkap dan dijatuhi vonis oleh majelis
hakim sanksi hukuman pidana tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara

yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.?

A Cost Benefit Analysis”, J.S. Nye mendeskripsikan pelaku korupsi sebagai
berikut: Perilaku yang menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan
karena pertimbangan pribadi (keluarga, sahabat, pribadi dekat), kebutuhan uang

atau pencapaian status atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang

2 Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana. Korupsi,
Indonesia Lawyer Club, Surabaya. 2010, him. 1.
% Evi Hartanti, Op, Cit., him. 2
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memanfaatkan pengaruh pribadi. Tindakan ini termasuk perilaku penyuapan
(penggunaan hadiah untuk menyimpangkan keputusan seseorang dalam posisi
mengemban amanah). Dalam pengertian itu, yang merupakan tolak ukur adalah
kekuasaan atau wewenang dalam pemerintahan atau pelayanan umum yang sudah
ditentukan dalam peraturan. Korupsi adalah penyelewengan dalam penggunaan
kekuasaan dan otoritas tersebut. Gejala konkret korupsi adalah penyogokan,
nepotisme dan penyalahgunaan milik umum. Dari pendekatan itu Kita

memperoleh keterangan bahwa nepotisme adalah salah satu bentuk korupsi.?®

Sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 melihat dari 2 segi tindak pidana korupsi yaitu korupsi aktif dan

korupsi pasif. Adapun yang dimaksud korupsi aktif adalah sebagai berikut :

1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .

2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara.

3) Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,
atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau

kedudukan tersebut.

%6 Evi Hartanti, Op, Cit., him. 23-24).
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Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat
sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya
yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Memberi atau menjanjikan kepada Hakim dengan maksud untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual
bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan
perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang,
atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan
bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.

Sedangkan Korupsi Pasif sebagai berikut :

1)

2)

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau
janji karena berbuat atau tidak bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5
ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

Hakim atau Advokad yang menerima pemberian atau janji untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau
untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat

(2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
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Orang yang menerima menyerahkan bahan dan keperluan Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan
perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001).

Bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah
atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa
hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang Yyang
memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal
11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001), dan

Bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah
atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuaiu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau sebagai akibat
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan b

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

Sifat Delik Korupsi

Delik korupsi yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan atas :

1)

2)

Delik korupsi dirumuskan normatif (Pasal 2 dan Pasal 3).
Delik dalam KUHP pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423,

425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi (Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12).
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Delik penyuapan aktif (Pasal 13).

Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang
memberikan kualifikasi sebagai delik korupsi (Pasal 14).

Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan (Pasal 15).

Delik korupsi yang dilakukan diluar teritori Negara Republik Indonesia (Pasal
16).

Delik korupsi yang dilakukan subyek badan hukum (Pasal 20), dan
Pengelompokan tersebut diasumsikan demikian berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

Ciri-Ciri Korupsi

Menurut Syed Hussein Alatas di dalam ciri korupsi sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;

Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan;

Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik;

Korupsi dengan berbagai macam akal berlindung di balik kebenaran hukum;
Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas
dan mereka mampu mempengaruhi keputusan;

Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan public atau
masyarakat umum;

Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkianatan kepercayaan;

Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontra diktif dari mereka
yang melakukan itu;

Suatu  perbuatan  korupsi  melanggar norma-norma  tugas dan

pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.
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4. Sebab-Sebab Korupsi

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

1) Kelemahan para pengajar agama dan etika;

2) Kolonialisme, dimana suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah
kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;

3) Kurangnya pendidikan, namun melihat pada realitas yang ada pada saat ini
ternyata kasus-kasus korupsi di Indonesia, mayoritas koruptor adalah mereka
yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, sehingga alasan ini dapat
dikatakan kurang tepat;

4) Kemiskinan, pada kasus-kasus yang merebak di Indonesia dapat disimpulkan
bahwa para pelaku korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan melainkan
keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu
melainkan mereka adalah konglomerat;

5) Tiada sanksi yang keras;

6) Lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi;

7) Stuktur pemerintahan;

8) Perubahan radikal, disaat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi
muncul sebagai suatu penyakit transisional;

9) Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bias mencerminkan

masyarakat keseluruhan.?’

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah moral dan intelektual
para pemimpin masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi,

sebagai berikut :

%7 Syed Hussein Alatas, Korupsi, Sifat,Sebab dan Fungsi, LP3ES, Jakarta, 1987, him. 47-
48)
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Suatu keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual dan
tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi;

Administrasi yang efisien dan penyesuaian struktural yang layak dari mesin
dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber
korupsi;

Kondisi-kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan;

Berfungsinya suatu sistem yang anti korupsi;

Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan

intelektual yang tinggi.?®

%8 Syed Hussein Alatas, Op. Cit., him 50.



